
BIIPATI TANA TORA"IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BI'PATI TANA TORA"IA
NOMORZOTAHUN 2018

TENTANG

PERT'BATIAN I(ETIGA ATAS PERATI'RAIT BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28
TAHI'N 2017 TEIITANG PENJABARAN ANG:GARAN PENDAPATAT{ DAN BELANJA

DAERAH TAIIT,II AITGGARAIT 2018

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YAI{G MAI{A ESA

BUPATI TAITA TORAJA

Menimbang: a. ba-trwa dalam rangka melengkapi persyaratan sarana dan prasarana
unit transfusi darah RSUD l^akipadada tipe pratama sehingga sesuai
dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang
Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring

- Pelayanan Transfusi Darah maka perlu dilakukan pengadaan
beberapa alat sebagai persyaratan Unit Transfusi Darah RSUD ,Z
Lakipadada tipe pratama yang belum termuat dalam ApBD Tahur.4/
Anggran 2018;

b. bahwa sehubungan dengan te{adinya perkembangan
sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran
ditetapkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan
Ernggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan
belanja pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun' 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tanr,bat,an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a286i1; /ilt
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442 1);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5Oa9);

9. Undang-Undang Nomor 12 thhun 2011 tentang Pembentukan
Peratura:r Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);

10. UnCang-Undang Nomor 23 Tah
Daerah (lembaran Negara Repub
244, Tarrtbahan Lembaran Negar
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45O2);

12. Peraturan Pemerinta.h Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambat an lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Femerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perim-

bangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +SZS);/fi
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14. Peratr-rran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nom or 4576) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51.55);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
as78l;

16' Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman

-. Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minirnal (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);

lT Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kineq'a Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 1 4);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2010
Nomor ll9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Perrgelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dala.m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor StOl: fil
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 
'OO', I

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarar

Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tara Toraja Nomor 10 Tahun 2016

tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

(l,embaranDaerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10,

Tambah.m Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraj a Nomor 19);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 08);

27.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2Ol7 ter,tang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

-- Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017
nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peratura.n Bupati Tana Toraj a Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahar kedua atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28
Tahun 2077 Tentang Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peratrrran Bupati Tana Toraj a Nomor 28 Tahun 2077

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018, (Berita Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2017 Nomor 30); sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28

Tahun 2Ol7 Tenlang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 diubah sebagai berikin: @

I
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Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 201g terdiri atas:

1

1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
Semula

Bertambah/ Berkurang
Menjadi

b. Dana perlmbangan

Semula

c

Bertambah/Berkurang
Rp

Rp
Menjadi

Laln-lain pendapatan Daerah
yang sah

Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

Rp

Rp

Jumlah pendapatan

Semula

Bertar-rbah /Betkurang
Meniadi

Rp

Rp

Rp 160.000.000.000,00

0,00

Rp 16O.OOO.Ofi).OOO,OO

802.437.879.000,00

0,00

Rp 4o2.437.a79.Ooo,oo

198.746.893.000,00

0,00

R
,Z

t

2 BelanJa

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja pegawai

Semula

Bertambah / Berkurang
Menjadi

2l Belanja Hibah
Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

Rp 198.246.899.(XX),OO

1.161.184.772.00O,00

0,00

Rp l.l6t.LA4.TZ2.OOO,OO

Rp

Rp

3s6.620.318.094,00

0,00
Rp 356.620.918.O94,OO

Rp 7.275.500.000,00

(100.000.000,00)

Rp 7.175.500.oq),oo &
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3) Belanja bantuan sosial

Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

4l Belanja bagi hasil

SemuIa

Bertambah/Berkurang

Menjadi

5) Belalja bantuan keuangan

Semula

Bertambah/Berkurang
.. Menjadi

128.000.000,00

o,o0
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp /

128.OOO.OOO,OO

1.007.500.000,00

0,00

Rp

Rp

Rp

1.OO7.5OO.(xX),OO

161.484.285.906,00

0,00

Rp 161.4a4.285.9O6,OO

6) Belanja tidak terduga

Jumlah Belanja Tidak
Langsung

Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

b. Belanja Langsung

1) Belalja Pegawai

Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

2l Belanja Barang dan Jasa

SemuIa

Berta:nbah/Berkurang

Menjadi

3) Belanja Modal

Semula

Bertambah/ Berkurang

1.594. 168.000,O0

(1.190.000.000,00)

Rp 4O4.168.OOO,OO

5.28.1O9.772.(XX),OO

(1.290.250.OOO,OOI

Rp 526.419.772.000,00

Rp

Rp L

Rp

R

Rp

Rp

71.801.148.000,00

0,00

Rp 71.8O1.148.(XX),OO

Rp

Rp

294.489.474.000,O0

480.000.000,00

Rp 294.969.47a.O(X)'OO

29A.624.989.600,00

810.OO0.O00,OO
Rp

R
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Menjadi

Jumlah Belanja langsung

Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

Jumlah BelanJa

Semula

Bertambah/ Berkurang

MenJadi

Surplus/Defislt

Pemblayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

2l PengeluaranPerabiayaal

SemuIa

Bertambah/Berkurang

Menjadi

Jumlah Pembiayaan lletto
Semula

Bertambah/ Berkurang

MenJadl

Rp 29a.624.9a99.600'OO

664.159.015.600,00

1.290.000.000,00

Rp 665.449.O15.6OO,(X)

Rp

Rp

Rp
.ZL. L92.26A.7 A7. 6(X),OO

o,00

Rp L.t92.26A.787.600,00

Rp (31.O84.O15.6OO'q)l

3

Rp

Rp

31.084.015.600,00

0,00 I
Rp 31.O84.O15.6(X),OO

Rp 5.OO0.000.000,00

0,o0R

Rp 5.OOO.OOO.Ofi),OO

Rp

Rp

31.O84.O15.600,0()

0,00

Rp 31.O84.O15.6OO,(X)

Slsa lebih pemblayaan
anggaran o oo,Rp

2. Lampiran I dan t ampiran II, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tallrtn 2017

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Bupati ini dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan. tb
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Pasal II

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tora'ja'

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, l7 JULI 20rB

TA![A TORT"'A'

DEMUS Gr,,ANAI- /

V

Diundangkan di Makale
pada tanggat, t7 JULI 7Ol8

DAERATI KABT'PATEN TAITA TORA"'A'

SETT'EL E BT'RA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN 2018 NOMOR 20


